
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang
Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a
dan b, diatas dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2018.

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah
disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan.

a. bahwa sesuai dengan Pasal 32 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan
bahwa Pemerintah Daerah Wajibmenyusun
RKPD yang merupakan penjabaran dari
RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2016 ten tang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah 2017;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 ten tang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);



Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedomanjacuan
dalam penyusunan :
a. Rencana KerjaSatuan KerjaPerangkat Daerah;
b. KebijakanUmumAPBDTahun Anggaran 2018.

Pasa13

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.

Pasa12

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten LampungTengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

Pasal1

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATENLAMPUNGTENGAHTAHUN2018

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 06);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Nomor 02);



DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR IT
I ERLANSYAH

SEKRETAlUSDAERAH
KABUPATE" LAMPUNG TENGAHr-------y=

Diundangkan di Gunung Sugih
padatanggal ~ ~I 2017

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal;}1> tmi 2017

BUPATILAMPUNGTENGAH

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten LampungTengah.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasa13 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasa14



RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

5. Pada akhir tahun 2018, setiap SKPD/unit kerja harus melakukan

evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi Pencapaian Sasaran

Kegiatan yang ditetapkan, sesuai dengan alokasi anggaran yang

ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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